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ABSTRAK

Kebutuhan manusia akan tempat usaha semakin meningkat khususnya

di Kota Medan Tempat usaha tersebut adalah kios. Kios menurnt KBBI
(Kamus besar bahasa indonesia) merupakan toko kecil tempat berjualan
sayuran, baju dan sebagainya. Kemajuan suatu daerahdapat dilihat dari
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di tengah masyarakat, dan
juga pembangunan pada sarana dan prasarana umum yang dilakukaan oleh
pemerintah suatu daerah tersebut saranadan prasarana tersebut salah satunya
adalah pasar.
Pemerintah Kota Medan melalui dinas pasar selaku pengelola menyediakan
fasilitas berupa kios yangdiperuntukan bagi pedagangyg dituangkan melalui
surat perjanjian pemakaiantoko/kios/los.Sebagai bukti telah terjadinyasebuah
perikatan antara pihakpedagang dengan Pemerintah Kota Medan yang di
wakili oleh Dinas Pasar.

Atas dasar kebutuhan inilah sebagai inisiatif diadakan kesepakatan
untuk mengatasi masalah hukum yang berhubungan dengan tempat usaha
tersebut salah satunya dibuat suatu perjanjian. Perjanjian harus ditetapkan hak
dan kewajiban para pihak.Dari latar belakang di atas penulis
merumuskanpermasalahanPelaksanaan perjanjian hak pakai kios menjadi
dasar pembahasan skripsi ini yaitu untuk memperdalam tentang tinjauan
yuridis perjanjian pemakaian kios dan akibat hukum apabila terjadi
wanprestasi.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan

penelitian hukum empiris. Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan 2
(dua) cara yaitu: Penelitian Kepustakaan danPenelitian lapangan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa
kesepakatan yang terjadi antara penyewa dengan pemilik dan perusahaan
daerah pasar dilakukan dengan tulisan dan lisan. Perjanjian sewa menyewa
menurut pasal 1548 KUHperdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu
disanggupi pembayarannya.

Hubungan hukum antara penyedia lahan lapak dengan penyewa lahan
lapak sangat erat kaitannya karena antara penyedia lahan lapak dengan
penyewa lahan lapak memiliki keterikatan dalam hal perjanjian sewa-
menyewa, antara penyewa lahan lapak dengan PD. Pasar memiliki hubungan
hukum secara tidak langsung karena penyewa lahan lapak diwajibkan untuk
membayar biaya retribusi jasa harian yang mana biaya retribusi jasa harian ini
merupakan program kerja PD. Pasar, dan antara penyedia lahan lapak dengan
PD. Pasar tidak memiliki hubungan hukum apapun karena tidak ada
perjanjian apapun yang mengikatnya.

Kata Kunci : Perjanjian Hak Pakai Kios,
Pedagang dan Perusahaan Daerah Pasar.
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ABSTRACT

Human need for a place of business is increasing, especially in Medan City
The place of business is a kiosk. Kiosks according to KBBI (large Indonesian
dictionary) are small shops where vegetables, clothes and so on are sold. The
progress of a region can be seen from the growth and development of the
economy in the midst of the community, and also the development of public
Jacilities and infrastructure that is carried out by the government of an area, such
facilities and infrastructure, one of which is the market.

The Medan City Government through the market service as the manager
provides facilities in the form of kiosks which are intended for traders which are
poured through the shop / kiosk / kiosk user agreement. As evidence there has
been an agreement between the traders and the Medan City Government
represented by the Market Service.

On the basis of this need as an initiative, an agreement was made to resolve
legal issues related to the place of business, one of which was made an
agreement. The agreement must be determined by the rights and obligations of the
parties. From the background above, the writer formulates the problem
Implementation of the kiosk rights agreement is the basis of the discussion of this
thesis, which is to deepen the juridical review of kiosk usage agreements and legal
consequences in the event of default.

This type of research is normative legal research and empirical legal
research. In conducting data collection, 2 (two) methods were carried out,
namely: Literature Research and Field Research.

From the results of research conducted by the authors it can be concluded
that the agreements that occur between tenants and market area owners and
companies are carried out in writing and verbally. The lease agreement
according to article 1548 of the Criminal Procedure Code is an agreement
whereby one party binds itself to give the other party the enjoyment of something,
Jor a certain time and with payment of a price that the party has later agreed to
Pay.

The legal relationship between the provider of the lapak land and the tenant
of the lapak land is very closely related because between the providers of lapak
land and the renters of the lapak land have an attachment in terms of the lease
agreement, between the renters of the lapak land and PD. The market has an
indirect legal relationship because the renters of the lapak land are obliged to pay
a daily service fee where the daily service fee is a PD work program. Market, and
between stall providers and PD. The market does not have any legal relationship
because there is no agreement that binds it.
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